
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.894, 2017 KEMENDAG. pemberian Izin Tertentu. Konfirmasi 

Status Wajib Pajak.  
 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA 

PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden                  

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, 

perlu membuat pengaturan mengenai kewajiban 

melakukan konfirmasi status wajib pajak dalam rangka 

pemberian perizinan tertentu di Kementerian 

Perdagangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak dalam rangka Pemberian Perizinan 

Tertentu di Kementerian Perdagangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

www.peraturan.go.id



2017, No.894 -2- 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan       

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan                                         

Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara       

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan                                       

Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan 

Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2007); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan                                        

Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan 

Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara Online 

dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM 

RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. 

 

Pasal 1 

(1) Setiap pemberian perizinan tertentu di Kementerian 

Perdagangan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Keterangan 

Status Wajib Pajak. 

 

Pasal 2 

(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dilakukan sebelum perizinan tertentu 

diberikan kepada pelaku usaha. 

(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 yang memuat status valid digunakan 

sebagai salah satu persyaratan pemberian perizinan 

tertentu di Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 3 

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk melalui: 

a. sistem informasi pada Kementerian Perdagangan yang 

telah terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau 

b. website/aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan. 

 

Pasal 4 

Perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal                                    

1  September  2017.                 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juni 2017 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

                            ttd                          Ttd. 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Juli 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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